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CKATA LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
WA GE PANGKALPINANG TAHUNAN TAHUN 2024

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Rl nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang
dipimpinnya. :

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu
pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga
akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/
pertanggungjawaban dan transparansi pe‘ﬂgeioiaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, 31 Desember 2024
KuasaRengguna Anggaran,

garimbun, S.E., M.M.
12292006042015
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LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUNAN TAHUN 2024

PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
JL.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Prov. BABEL.Pangkalpinang - BABEL Telp.0717-
9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan ~%itas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024
telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2024

Sipgarimbun

006042015
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Ringkasan

4

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam ra}lgka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP).

Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASIANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan

belanja selama periode 1 Januari 2024 .d. 31 Desember 2024 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp 6,643,500 ,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 6,972,000 ,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp 74,986,650.,- atau mencapai
97% dari alokasi anggaran sebesar Rp 77,250,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
per 31 Desember 2024 .

Neraca yang disajikan adalah hasil da_r‘i proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang
diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah
diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor



: LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
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233/PMK.05/2011, Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7,573,123 ,-
yang merupakan aset lancar yang terdiri dari : Persediaan sebesar Rp 7,573,123, -

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebe;ér RpO,-

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 7,573,123,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.
7,573,123 ,-.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berﬁégai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari
operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa,
pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan
-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 6,643,500 ,- sedangkan
jumlah beban adalah sebesar Rp. 83,410,803 ,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan
Operasional senilai (Rp. 76,767,303,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing
-masing surplus(DEFISIT) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar

(Rp. 76,767,303,-).
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menvajikqn informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024
adalah sebesar Rp. 1,448,500, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 76,767,303,-).
kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-
Lain senilai Rp.0,- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 82,891,926,- dan
Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp. 6,124,623,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember
2024 adalah senilai Rp. 7,573,123,

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

Laporan Kinerja Satuan Kerja adalah laporan yang berisi informasi mengenai pencapaian dan
kinerja suatu satuan kerja atau unitzgrganisasi dalam periode waktu tertentu. Laporan ini
bertujuan untuk menilai sejauh mana saltuan kerja tersebut telah memenuhi target, sasaran, dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengungkapan laporan kinerja pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Pangkalpinang disajikan untuk melihat hasil kinerja selama tahun anggaran 2024.
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6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca. Termasuk pula dalam CalK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 31 Desember 2024

disusun dan disajikan dengan basisakrual.
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I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024
( dalam satuan Rupiah)

TA 2024

Catatan

Anggéran Realisasi

74,986,650

3. PelanjaModal
l.lumlah Belanja Negara

St

77,250,000

74,986,650 97

*Silahkan lihat Catatan atas Loporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkon dari
Laporan Keuangan inl.
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LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG TAHUNAN TAHUN 2024

[I. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
"' NERACA

PER 31 Desember 2024

(dalam satuan Rupiah)

- URAIAN ' Catatan

ASET ;
Aset Lancar C.1
Kas dan Bank : e ¥y ;
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1. 1. 0 0
Kas Lainnya dan Setara Kas (S SR b 2 R R S e PSRN Rt D)
Persediaan C.1. 3. 7,573,123 1,448,500
Jumlah Aset Lancar Al R aie TR e s 1,448,500
Aset Tetap C.2
Tanah C.2. 1. iz e i s e )
Peralatan dan Mesin C.2. 2. 0 0
Gedung dan Bangunan C.2. 3. 0
Aset Tetap Lalnnya C.2. 0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap €2, o)
_Jumlah Aset Tetap (i}
Aset Lainnya ? A . : 4 R e Rl ek T A b
Aset tak Berwujud C4. 1. 0 (1]
Aset Lain-lain R C.4 e S U RSP e o L b ey S
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset C.4 3. (0) (0)
Jumlah AsetLainnya 3 RS ab e SR O e T TR0
| Jumlah Aset | 7,573,123 1,448,500
KEWAIIBAN j G i
Kewajiban Jangka Pendek C.5
Utang Kepada Pihak Ketiga |€:5. |1 0 0
Utang Yang Belum Ditagihkan C.5. 2. 0
Uang Muka dari KPPN C.5 3. 0 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0
Jumlah Kewajiban 0 0
EKUITAS
Ekuitas : ic.6 : 7573123 | . 1,448,500
Jumlah Ekuitas 7,573,123 1,448,500
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | ) : 1,448,500

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagion yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan inl,
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LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

Laporan Operasional

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN Catatan

Keglatan Operas:onal

Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pafak D.1 - 6,643,500 i o 5,.2-5.0,500”
Jumlah Pendapatan ) 6,643,500 5,250,500
Beban
Beban Pegawai D. 2 (i} 0
Beban Persediaan | D.3 | - 3‘424'153 17,508,765
Beban Barang dan Jasa D. 4 42,394,000 32,075,000
Beban Perjalanan Dinas i D. 6 32,592,650 0
Beban Penyusutan dan Amorﬁsasi D. 7 - “DI " _ 0
Jumlah Beban 83410803 49,583,765
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional  (76,767,303) [rp—
Kegiatan Non Operasional Lainnya % D. 11 0 0
W
Beban Kegiatan Non Operasioﬁal Lainnya D. 12- - | 0 . 0
Surplus {Deﬁsi_t] dari Kegiatan Non 0 0
Operasional Lainnya
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa 0876730 (agsazes)
Pos Luar Biasa D. 13 0 0

[ suﬁlﬁ@ﬁ%""' ran Of

M AT
st R G 6 S

*Silahkan hhat Cataran atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang mempakan bagkrr.- yang tidak temisahknn dar} l.aporan

Keuangan ini

e Sy s
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IV. Laporan:Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN Catatan 2024 2023

Ekuitas Awal E.1 1,448,500 4,039,715
Surplus (Defisit) Laporan Operasional E.2 B "{76,;.7_67;303] (44,333,265)
Ekuitas . E.3

Penyesuaian Nilai Aset 2 E.3.1 0 0

Selisih Revaluasi Aset | E. 3.2 - : 0 | 0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E. 33 . ; 0 : : 0

A SR " 34 Sl b T D T L AR A S Y 0
Jumlah 0 0
Transaksi Antar Entitas i E. 4 " il 82,891,926 : . 41,‘)42.,1-).50
Kenaikan/penurunan ekuitas 6,124,623 {_2,591.2'15]

1,448,500
*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagion V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.

Ekuitas Akhir

7,573,123




LAPORAN KINERIA




LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi

Satuan Kerja

: Mahkamah Agung
: Direktorat Jendral Badimiltun
: Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungi : Peradilam
Program : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Lokasi : Kep. Bangka Belitung
Kode Kegiatan Belanja Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anggaran Realisasi % Target | Realisasi | Satuan %
005.05.BF.1059. | Peningkatan 8,800,000 | 8,800,000 100 1 1 Kegiatan | 100
AEA.003 Manajemen "
Peradilan Tata
Usaha Negara/
Koordinasi
005.05.BF.1059. | Peningkatan 510,000 294,000 57.65 1 1 Perkara | 100
BCA.001 Manajemen
Peradilan Tata
Usaha Negara/
Perkara
Hukum
Perseorangan ;
005.05.BF.1059. | Peningkatan 33,000,000{ 33,000,000 100 96 96 Orang 100
QBA.001 Manajemen
Peradilan Tata
Usaha Negara/
Layanan
Bantuan
Hukum
Perseorangan
005.05.BF.1059. | Peningkatan 34,940,000 32,892,650 | 94.14 2 2 Perkara | 100
QCA.002 Manajemen g
Peradilan Tata
Usaha Negara/
Perkara
Hukum
Perseorangan
Sub Total 77,250,000
Penyesuaian 0
Total 77,250,000
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V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya
untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka

Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan

Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan

2. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan Qada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang effektif dan effisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku_~,

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.

3. Peningkatan Efektifitas béngelolaan penyelesaian perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access tojustice).

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.



A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan-‘ dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAl terdiri dari Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger dan Pelaporan
(GLP) Aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Per'u‘bahan Ekuitas. Modul Aset Tetap SAKTI adalah
sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya
untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan
manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikah saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui
pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntanisi Pemerintahan.
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Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dala_;h laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan

historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip
-prinsip, dasar- dasar, konve;zﬁi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam
penyusunannya telah diterapﬁan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

sebagai berikut:
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(1.) Pendapatan LRA

¢ Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

* Pendapatan-LRA disajikan menurut Klasifikasi sumberpendapatan.

(2.) Pendapatan LO

¢ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

* Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi. |

¢ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

¢ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanji ‘

* Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun
anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

e Belanja diakui pada‘saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

¢ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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(4) Beban

* Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan_yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau kc;nsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa.

¢ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

* Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang

Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. AsetLancar

¢ Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.

e Kas disajiké[i di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

* Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

b) Piutang: yang timbul dari perikatan diakui apabila
terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan

didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan
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hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa

diukur denganandal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikaln (net realizable value). Hal ini diwujudkan
dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan
yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya

adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Uraian Penyisihan

Piutang

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 0.5%
tempo

Kurang Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 10%

Lancar Taglhan Pertama tidak dilakukan pelunasan

'DIragukan Satu bulan terhltung se;ak tangg_él's':'lrat - ' . 50%

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet 1. Satu bulan terhit_ung sejak tanggal Surat 100%
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia v
Urusan Piutang Negara/DJKN

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil

perhitungah‘ﬁsik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;

* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;

* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.
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b. AsetTetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan

publik yang .fnempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

= Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

* Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama deﬁgan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh
lima jutarupiah);

= Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan
sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalanfirigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
koleksi pérpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi)

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daefah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap

asset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta

Jalan, Jaringan, dan lIrigasi berupa Jalan Jembatan dan

Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai

kodefikasi ‘-Barang Milik Negara yang diperoleh sampai

dengan 31 E)esember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup

objek revaluasi adalah asset tetap pada
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Kementerian/Lembaga yang sedang  dilaksanakan
Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi
dilakukan  dengan pendekatan pendapatan oleh
Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan_lNegara, Kementerian Keuangan. Revaluasi
dilakukan pada tahun 2017 dan  2020. Berdasarkan
pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian,
pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan
untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey
lapangan untuk objek selain Tanah.

e Nilai asse-t' tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai
perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah
nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi
dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui
sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun
apabila nilai ‘asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai
buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai
pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

® Asset tetap vyang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena
aus, keting@alan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi ;;ang semakin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa
kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain
pada pos Aset Lainnya.

® Asset tetap vyang secara permanen dihentikan
penggunaénnya, dikeluarkan dari neraca pada saatada
usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

¢. Penyusutan Aset Tetap

e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset

tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
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e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
1. Tanah
2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau

usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang

untuk dilakukan penghapusan.

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilairesidu.

W

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama MasaManfaat.

e Masa Manfafcit' Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:
‘ Tabel Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 25s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan - io s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan l;f‘ingan 5 :d. ;BI;al_mn. ”

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) ‘4 tahun
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d. PiutangJangka Panjang

[ ]

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh
tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendah;raan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang

dapatdirealisasikan.

e. AsetLainnya

¢ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset
Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,
asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas
yang dibatﬁsi penggunaannya. KM.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat
neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi
akumulasiamortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan
atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak
dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisasi- éarang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud
pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:
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(6.) Kewajiban

[

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud : Masa Manfaat (tahun)

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri,
Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,
Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas
Tanaman Tahunan

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.ll, Hak Ekonomi Pelaku e
Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram :

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I. i

Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan
sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi

akumulasipenyusutan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonc-ﬁni pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kew‘ajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau
jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada
Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,
Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewéjiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
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paqj;ang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.
* Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung:

(7) Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah
mengadakan 3 (tiga) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA

awal yaitu :

1. Revisi | tanggal 16 Februari 2024 tentang Revisi Hal. Il DIPA terkait rencana

penarikan dana Triwulan | (Januari-Maret).

2. Revisi Il tanggal 17 April 2024 tentang Revisi Hal. IIl DIPA terkait rencana penarikan

dana Triwulan Il (April-Juni).

3. Revisi lll tanggal 13 Juli 2024 tentang Revisi Hal. Il DIPA terkait rencana penarikan
dana Tahunan (Juli-Sept) dan Pemutakhiran POK.

4. Revisi IV tanggal 9 Oktobe;'2024 tentang revisi Hal. Ill DIPA terkait rencana

penarikan dana Triwulan IV( Okt-Des).

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN

Pendapatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan
Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah Belanja




Realisasi
Pendapatan Rp.
6,643,500

A

B.1._Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 31 Desember 2024
adalah sebesar Rp. 6,643,500 ,-. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang adalah dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada
Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan kejaksaan

dan peradilan lainnya. b

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP

Uraian

Estimasi Pendapatan Realisasi % Real Angg.

1. Pendapatan Uang Meja (Leges) dan ] 620000 730000 11774
upah pada Panitera Badan Peradilan ; Ve : gi3s

2. 'P-e'r.ac.l'apatan Oﬁgkus;érkéré o 1,420,000 i,360,000 P g
3. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan’ 3|
4, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
(Jasa Giro)

6,972,000 6,643,500 95.29
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............................................................................................................................

Realisasl Belanja
Negara :
Rp. 74,986,650

Realisasi Belanja Negﬁra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31
Desember 2024 adalah sebesar Rp. 74,986,650 atau sebesar 97.07 % dari
anggaran senilai Rp. 77,250,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31

Desember TA 2024 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024

Uraian 2024

Realisasi

Belanja Pegawai et 0

0 ; : [1]
ot : T — gy
Belanja Modal 2o Rk 0 : 5T R
Total Belanja Bruto 77,250,000 74,986,650 97.07
Pengembalian Belanja A : A T O 0 ; 0

Total Belanja Netto 77,250,000 74,986,650 97.07

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember TA 2023 senilai Rp 36,172,000 dari
total Pagu Rp 36,175,000,- atau senilai 99.99 %, Realisasi Belanja per 31 Desember

TA 2024 mengalami penurunan penyerapan anggaran belanja barang yaitu
sebesar 2,92%.



ﬁ::ﬁ‘:::f;ﬁ"gﬂ Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31
Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.
Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
diberikan kepada pejahqt Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal.

B.2.2.BelanjaBarang..........ooooo
Rfaﬂm’:@m}“ Realisasi Belanja Baraﬁ'g Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Per 31
arong :
Rp.74,986,650 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 74,986,650 dan

Rp.36,172,000. Ada peningkatan anggaran jika dibandingkan dengan TA vang lalu.
Namun untuk persentase penyerapan mengalami penurunan dikarenakan ada
belanja yang tidak dapat dicairkan karena tidak adanya kegiatan sidang keliling dan

perkara prodeo yang masuk.
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C.  Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di i

ngetiaran Cols.. KasdiBendaharaPengeluaran. .

Pengeluaran:
Rp.0 ,-
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,-
kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah
tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang
belum dipertanggungjawab_ka;n atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal

M

neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2024

Uraian TA 2024

UangTu R T
Uang di Bank = 0

Kuitansi yang belum di SPM GUkan

Selisih Pembulatan

umlah
C:2....KasdiBendaharaPenerimaan. ... .
Kas di
Bendahara . <
Penerimaan:  >ald0 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00. Kas
Rp.0

di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang
berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari

pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2024

Uraian . TA 2024
' Uang Tunai di Rekening RP i &
Kuitansi yang belum di SPM Gukan 0
. Selisih Pembulatan o G | R R ST S
Jumlah 0
G Rersediaan.. ..

RPE;S;‘;?EZ; Persediaan per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp. 7,573,123,- Persediaan
P-4, (4

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal

neraca yang diperoleh dengam maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan
- 24



Peralatan dan
Mesin:Rp. 0

Akumulasi

Penyusutan  Aset

tetap : Rp.

KPPN:
Rp.0

(0)

vong Muka deri— C.6n.....ang Muka. dari KPPN

untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah

Sesuai dengan berita acara stock opname fisik.

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 Mutasi nilai

Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal

Mutasi Tambah'

Reklasifikasi Masuk

‘Pembelian

Mutasi Kurang

-

Vo

Reklasifikasi Keluar A
Saldo per 31 Desember 2024 0

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024

Nilai Buku per 31 Desember 2024 (]

.......................................................

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 Rp (0). Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang
disusutkan selama masa manfaat asset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

............................................................................

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,- . Uang Muka
dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP)
diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh
Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun

pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.



Ekuitas:
Rp.7,573,123

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7,573,123,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih
entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan
PNBP:
Rp.6,643,500

D.1.Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 Rp.
6,643,500 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024

1. Pendapatan Uang Meja (Leges) dan
upah pada Panitera Badan Peradilan

Pendapata erkal

3. Pendapatan Kejaksaan.dan Peradilan
lainnya S

| W

Epd iyt
6,972

,000 | 6,643,500 | 95.20
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Beban Pegawal
:Rp.0

Beban Persedigan :

Rp. 8,424,153

D.2.Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar
Rp.0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan
kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukanmodal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2024

Uraian TA 2024
Beban Gaji Pokok PNS | P
Beban Pembulatan Gaji PNS

Beban Tunj. Suami/IstriiPNS . |

Beban Tunj. Anak PNS S 0

Beban Tunj, SErl..t‘k.t_qra_IPNS iR ol 'D_-‘.: o

Beban Tunj. Fuhgsinnal PNS . . ul

BebanTunj. PPhPNS T P A

Beban Tunj. Beras PNS s 0 :

Beban Uang Makan PNS

Beban Tunjangan Umum PNS

Total Beban Pegawai ' | (|10
D.3.Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar
Rp. 8,424,153,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas
barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang

dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2024

Uraian TA 2024

Beban Persediaan Konsu

Total Beban Persediaan 8,424,153
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D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2024 sebesar Rp. 83,410,803.
dan Jasa : \
Rp.83,410,803 Beban Barang dan Jasa‘t‘erdlrl dari beban bahan dan beban jasa konsultan.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2024

Uraian

TA 2024

Beban Pengltiman Surat Dinas Pos Pusat 117 .

__eban«.lasa Konsultan

Eban Perjalanan Dlnas Biasa
Feban Persediaan Konsumsi -
Beban Jasa Lainnya

Total Beban Barang danJasa




D.5. Beban Pemeliharaan

x”gﬂ Pemeliharaan:  Behan Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2024

TA 2024

D.6. Beban Perialanari‘Dinas

Beban Perjalanan

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2024 sebesar Rp. 32,592,650 Beban tersebut adalah
Dinas : Rp. 32,592,650

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan

tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2024

Uraian

TA 2024

Beban Pefjalanan Biasa BT | BR]5021650)
eban Perjalanan Dinas dalam Kota 0

Total Beban Perjalénén D'i'ﬁps' — bl o : '0.
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D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember TA 2024 sebesar RpO
Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat

alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2024

Uraian TA 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

0

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan g ; 0

Beban Amortssasn Software
Beban Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional ¢ 0
pemerintah

o

[ ]

Total Beban Penyusutan dan Amortisasi 0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan

Non Operasional :
Rp.0

Pos Surplus dari Kegiatan-Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang
sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari

Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024

Uraian TA 2024
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya 0
Jumlah Surﬁlus {defisit) Kegiatan Non Operakibl:lal . I 0

Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional
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E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1'Januari 2024 sebesar Rp 1,448,500,-
Rp. 1,448,500 ;

\

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024
:(Rp 76,767,303)
adalah sebesar (Rp.76,767,303). Defisit LO merupakan selisih kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos

luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilal Aset Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
Tetap Non Revaluasi:

Rp.0 adalah masing-masing sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai asset
tetap dan asset lainnya yéng bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Uraian Koreksi
Barang Konsumsi 0
Suku Cadang ) : 0
Ba\ra-mg Persedia:an I.am;l';a* S 1]
E.4. Transaksi Antar Entitas
Koreksi Antar Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah
Entitas : "
Rp82,891,926,- sebesar Rp.82,891,926,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua

atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan
BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Ditagihkan ke Entitas Lain. SRS LSl L 78,986/650
Diterima Dari Entitas Lain (6,643,500 )
Transfer Keluar ) : /4 S 0
Transfer Masuk 14,548,776
Pengesahan Hibah Langsung : 0
Jumlah : i ; - 82,891,926
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E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain
(DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas
pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode

hingga 31 Desember 2024., DDEL sebesar Rp. (6,643,500 ) sedangkan DKEL sebesar Rp
74,986,650,-

E. 4.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pada periode

hingga 31 Desember 2024, nilai transfer masuk sebesar Rp. 14,548,776

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir:  Nilaj Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7,573,123 -,
Rp. 7,573,123,- -
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F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1.

F.2.

Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca untuk dijadikan catatan dalam laporan
keuangan ini.

Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK -

F.2.2,

F.2.3. Rekening Pgmerintah

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2024 maupun Tahun Anggaran

sebelumnya.

Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan

keuangan Tahunan Tahun 2024.

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata

Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang , A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang
digunakan sebagai Pen‘ampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp.0.

2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP
403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir
per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0.

3. Bank BRI Cabang Pangka‘lpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN
PKP UTK BIAYA PERKAR}X yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/T itipan
Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,-
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F.24,

F.2.6.

Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Tahunan 2024 terdapat 3 (tiga) Revisi DIPA yaitu :

1. Revisi | tanggal 16 Februari 2024 tentang Revisi Hal. Ill DIPA terkait rencana
penarikan dana Triwulan | (Januari-Maret).

2. Revisi Il tanggal 17 April 2024 tentang Revisi Hal. Il DIPA terkait rencana
penarikan dana Triwulan Il (April-Juni).

3. Revisi Il tanggal 13 Juli 2024 tentang Revisi Hal. lll DIPA terkait rencana
penarikan dana Tahunan (Juli-Sept) dan Pemutakhiran POK.

4. Revisi IV tanggal 9 Oktober 2024 tentang Revisi Hal. Il DIPA terkait rencana
penarikan dana Triv«{ulan IV (Okt-Des).

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Tahunan 2024 tidak terdapat ralat SPM, SSBP,
maupun SSPB.

Catatan Pentin;g Lainnya

Prioritas nasional VIl - Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpformasi
pelaynan publik. Pelaksanaannya diantaranya melalui 2 (dua) rincian output yaitu ;
1. layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN

2. Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan TUN
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NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : { 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

[=]z[w]
[x]

:(05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
: (3000 ) BANGKA BELITUNG

:(403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 27/02/25 9:07 AM
Tgl Cetak : 27/02/25 3:51 PM
Halaman :1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2024 2023 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Persediaan 7,573,123 1,448,500 6,124,623 422.83
JUMLAH ASET LANCAR 7,573,123 1,448,500 6,124,623 422.83
JUMLAH ASET 7,573,123 1,448,500 6,124,623 422.83
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 7,573,123 1,448,500 6,124,623 422,83
JUMLAH EKUITAS 7,573,123 1,448,500 6,124,623 422,83
JUMLAH EKUITAS 7,573,123 1,448,500 6,124,623 422,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7,573,123 1,448,500 6,124,623 422.83

Keterangan :
FINAL

Pangka p mang 27 Februari 2025

|

AR LA
J L
DORA NATA].IAHSIN ARIMBUN, SE
‘\ / (NIP 195112&91005042015




NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI :(05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROVINSI 1 (3000 ) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA :(403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL TglData :27/02/25 9:07 AM
PINANG Tgl Cetak : 27/02/25 3:51 PM
Halaman :1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc
KODE KODE
TRN AKUN NAMA AKUN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
0.0 1711 Barang Konsumsi 7,573,123 0
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 74,986,650
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 6,643,500 0
0.0 313221 Transfer Masuk 0 14,548,776
0.0 391111 Ekuitas 0 1,448,500
3.0 425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan 0 730,000
Peradilan
3.0 425233 Pendapatan Ongkos Perkara 0 1,360,000
3.0 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0 4,553,500
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 29,000 0
3.0 521211 Beban Bahan 13,265,000 [1]
30 522131 Beban Jasa Konsullan 28,800,000 0
30 ~ 522191 | Beban Jasa Lainnya 300,000 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 32,592,650 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 8,424,153 0
JUMLAH 97,627,426 97,627,426
Keterangan : F'a/ngkalmng\ g, 27 Februari 2025
FINAL / . ﬁgnangg& A awab UAKPA

g | A
|| “DORA NATALIA SINGARIMBUN, SE

\/ o NIP 198112292006042015




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005 ) MAHKAMAH AGUNG
ESELON | : (05 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (3000 ) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429 ) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL TglData : 27/02/25 9:07 AM
PINANG Tgl Cetak : 27/02/25 3:51 PM
Halaman :1
lap_lo_satker_poc
URAIAN : 2024 2023 PERUSANL 1 ()
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang 0 0 0
Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar - 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) 0 0 0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 6,643,500 5,250,500 1,393,000 26.531
Pendapatan Badan Layanan Umum 0 0 0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 6,643,500 5,250,500 1,393,000 26.531
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 6,643,500 5,250,500 1,393,000 26.531
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 0 0 0
Beban Persediaan 8,424,153 17,508,765 (9.084,612)| (51.886)
Beban Barang dan Jasa 42,394,000 32,075,000 10,319,000 32.171
Beban Pemeliharaan 0 0 0
Beban Perjalanan Dinas 32,592,650 0 32,592,650
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permnda 0 0 0




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005 ) MAHKAMAH AGUNG
ESELON | : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (3000 ) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429 ) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL Tgl Data : 27/02/25 9:07 AM
PINANG Tgl Cetak : 27/02/25 3:51 PM
Halaman :2
lap_lo_satker_poc
KENAIKAN/
202 202 9
URAIAN 024 3 PENURUNAN (%)
Beban Pembayaran Bunga Utang 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 0 0 0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0
Beban Transfer ke Daerah 0 0 0
Beban Lain-Lain 0 0 0
JUMLAH BEBAN 83,410,803 49,583,765 33,827,038| 68.222
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (76,767,303) (44,333,265) (32,434,038)| 73.16
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset 0 0 0
Pendapatan Pelepasan Aset 0 0 0
Beban Pelepasan Aset 0 0 0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 0 0 0
OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (76,767,303) (44,333,265) (32,434,038)| 73.16
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (76,767,303) (44,333,265) (32,434,038)] 73.16




Keterangan : Pangkalpinang, 27 Februari 2025
FINAL Pea ung Jawab UAKPA

2 ‘:\n ”

| DORA NATALIA §IHGARIMBUN, SE
 NIP 198112292006042015
Ty LA /f
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI

: (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
: (3000 ) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA :(403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL TglData : 27/02/25 12:25 PM
PINANG Tgl Cetak : 27/02/25 3:51 PM
Halaman :1
lap_lpe_satker_poc
P KENAIKAN/
AN 2024 2023 9
HRAIA 0 PENURUNAN | (%)
EKUITAS AWAL 1,448,500 4,039,715 (2,591,215)| (64.14)
SURPLUS/DEFISIT-LO (76,767,303) (44,333,265) (32,434,038)| 73.16
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 82,891,926 41,742,050 41,149,876 98.58
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 6,124,623 (2,591,215) 8,715,838 (336.36)
EKUITAS AKHIR N 7.573,123 1,448,500 6,124,623| 422.83

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 27 Februari 2025
~Penanggung Jawab UAKPA

/
< " Kuasa Peﬁggi:lqa Anggaran

//

’."

 DORA NATALIA SINGARIMBUN, SE
| N|P1981122§2006042015




RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

calk_lpe_akun_satker_poc

Akun Uraian 2024 2023

31311 Ditagihkan ke Entitas Lain 74,986,650 36,172,000

313121 Diterima dari Entitas Lain -6,643,500 -5,250,500

313221 Transfer Masuk 14,548,776 10,820,550
JUMLAH 82,891,926 41,742,050




RINCIAN KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

calk_lpe_akun_satker_poi

Akun Uraian 2024 2023
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 74,986,650 36,172,000
313121 Diterima dari Entitas Lain -6,643,500 -5,250,500
313221 Transfer Masuk 14,548,776 10,820,550
425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan 730,000 470,000
425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan 730,000 470,000
425233 Pendapatan Ongkos Perkara 1,360,000 1,410,000
425233 Pendapatan Ongkos Perkara 1,360,000 1,410,000
425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 4,553,500 3,370,500
425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 4,553,500 3,370,500
522131 Beban Jasa Konsultan -28,800,000 -28,800,000
522131 Pengembalian Beban Jasa Konsultan -28,800,000 -28,800,000
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa -32,692,650 0
524111 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa -32,592,650 0
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 0
524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 0
522191 Beban Jasa Lainnya -300,000 0
522191 Pengembalian Beban Jasa Lainnya -300,000 0
521211 Beban Bahan -13,265,000 -3,275,000
521211 Pengembalian Beban Bahan -13,265,000 -3,275,000
593111 Beban Persediaan konsumsi -8,424,153 -17,508,765
593111 Pengembalian Beban Persediaan konsumsi -8,424,153 -17,508,765
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 0 0
593113 Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 0 0
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat -29,000 0
521114 Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat -29,000 0
null null 0 0
JUMLAH -70,642,680 -46,924,480
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FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI

Eselon 1 05 DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Wilayah : 3000 BANGKA BELITUNG

Satuan Kerja 1 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
No. Dokumen P-

Tanggal H

Tahun Anggaran 1 2025

Keterangan :

Kategori Jumal Manual

No | D/K | Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet | Ruplah Kredit
1 D 212192 [Dana Pihak Ketiga 5.675.920
K 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 5.675.920
Dibuat oleh  : Kasubbag Umum dan Keuangan  Disetujui oleh :KPA Direkam oleh : Operator GLP
Tanggsl : 31 Desember 2024 131 Desember 2024  Tanggal : 31 Desember 2024
f: \ 7= 11 |]
\7\ : 4 [ f’ 1
M. Agus, S.E., M.Si. Dorifjatakﬁa ingarimbun, S.E.M.M. " Fanny Ruspanji, S.E.l.
NIP.198502072006041001 2 & NIP2 1981 12}92006042015 NIP.1990041220202121009

‘E. \'.;_:‘_.—.7._. %
t\'. i



